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ABSTRAK

Kabupaten Sleman sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan,
rekreasi/pariwisata, tentunya sangat berdampak pada perubahan fisik wilayah
tersebut, khususnya penggunaan lahan, atas tuntutan kebutuhan permukiman, sarana
dan prasarana usaha/perekonomian, transportasi, telekomunikasi, utilitas kota, dan
prasarana lainnya yang mendukung kehidupan. Sejak tahun 2014-2017 di Kabupaten
Sleman tercatat 135 ijin pembanguan perumahan, 67 diizinkan, 44 proses, 24 ditolak.
Banyaknya pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman khususnya oleh
developer/pengembang perumahan, seringkali malah menimbulkan beberapa
permasalahan yang dapat merugikan konsumen industri perumahan, karena masih
banyak pengembang yang hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa
mengindahkan kebutuhan konsumen, terutama pengembang perumahan dengan skala
kecil dan bukan merupakan anggota organisasi pengembang perumahan. Dalam
kurun 2005-2015 Ombudsman DIY menerima laporan sebanyak 12 kasus di
antaranya terkait dengan keluhan fasos dan fasum. Mayoritas persoalan fasos dan
fasum yang dipermasalahkan beradaa di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat
permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian jual beli perumahan di Kabupaten Sleman

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris, dengan menggunakan data yang dari lapangan. Sifat penelitiannya
deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam
hal ini adalah Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Pemukiman. Serta untuk menjelaskan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam
pengembangan kawasan wilayah dan pengawasan terhadap pemenuhan fasilitas sosial dan
fasilitas umum (fasos dan fasum ). Metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara
berfikir induktif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan
sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan
bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang mengharuskan pengadaan dan pengelolaan
fasos dan fasum pada kawasan perumahan dan permukiman banyak tidak
diketemukan aturan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) mengenai pengadaan
dan pengelolaan fasos dan fasum. Adapun pengelolaan oleh Pemda belum maksimal
dikarenakan masih banyaknya developer yang belum menyerahkan fasos dan
fasumnya sehingga merugikan konsumen.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Perumahan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
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MOTTO

“Sopo sing nemen bakale temen”

(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.'

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal,
tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun demikian, belum semua
anggota masyarakat dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman
dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus
ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan

harga terjangkau.”

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun
membuat kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat, salah satu pihak yang ikut

andil dalam usaha pemenuhan tersebut adalah developer/pengembang perumahan.

! Pasal 1 ayat (2).Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.

? Andi Hamzah, Dasar-dasar Hukum Perumahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him. 27.



Industri perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman
sangat menjanjikan keuntungannya, sehingga banyak sekali pengembang yang ingin
membangun perumahannya di Kabupaten Sleman, baik dengan skala besar maupun
kecil. Sejak tahun 2014-2017 di Kabupaten Sleman tercatat 135 ijin pembanguan

perumahan, 67 diizinkan, 44 proses, 24 ditolak.?

Banyaknya pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman khususnya oleh
developer/pengembang perumahan, seringkali malah menimbulkan beberapa
permasalahan yang dapat merugikan konsumen industri perumahan, karena masih
banyak pengembang yang hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa
mengindahkan kebutuhan konsumen, terutama pengembang perumahan dengan skala

kecil dan bukan merupakan anggota organisasi pengembang perumahan.

Merebaknya kasus dalam industri properti atau perumahan, pada dasarnya
diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang tercantum dalam brosur atau
iklan berupa informasi produk, dengan apa yang termuat dalam perjanjian pengikatan
jual beli yang ditandatangani konsumen. Hal itu yang menyebabkan banyak

konsumen yang mengeluh dan mengadukan permasalahannya.

? Hasil wawancara dengan Bapak D. Handoko Wiyoto selaku kepala seksi IPPT usaha, Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPT) Kabupaten Sleman. Pada
hari kamis, 18 Mei 2017

4 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 69.



Jenis pengaduan konsumen perumahan, secara umum ada dua kelompok.
Pertama, pengaduan sebagai akibat telah terjadi pelanggaran hak-hak individual
konsumen perumahan. Seperti, mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas dan
lain-lain. Kedua, pengaduan sebagai akibat pelanggaran hak-hak kolektif konsumen
perumahan. Seperti, tidak dibangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum,
sertifikasi, rumah fiktif, banjir, dan soal kebenaran klaim/informasi dalam iklan,

brosur, dan pameran perumahan.’

Hak-hak kolektif konsumen perumahan yang kemudian disebut disebut
prasarana, sarana dan utilitas umum atau yang lebih umum disebut fasilitas sosial dan
fasilitas umum (fasos dan fasum). Fasos dan fasum merupakan syarat yang harus
dilengkapi dalam suatu perumahan, bahkan ketika perumahan masih dalam tahap
pembangunan maupun pemasaran. Apabila akan melakukan transaksi jual beli
melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB) baru dapat dilakukan setelah
adanya kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum / fasos dan

fasum.®

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi pengembang/develover sebelum

melakukan perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB) dalam pembangunan perumahan

> Sudaryatmo.Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 41.

®http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t502a05923¢b397/dasar-hukum-bagi-developer-
untuk-fasilitas-umum diakses pada hari kamis 19 januari 2017 pukul 01.50 WIB.




dengan konsumen/pembeli sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

Perumahan dan Pemukiman No.1 Tahun 201 1,:7

(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam
tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian
pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

(a) Status pemilikan tanah,

(b) Hal yang diperjanjikan,

(¢) Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk,

(d) Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum,

(e) Keterbangunnya perumahan paling sedikit 20% (dua puluh
persen).

Penyediaan fasos dan fasum oleh pengembang perumahan tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, namun masih
banyak pengembang perumahan yang tidak mengindahkan fasos dan fasum,
meskipun ada fasos dan fasum yang disediakan, masih banyak yang tidak sesuai yang
dijanjikan pihak pengembang. Dalam kurun 2005-2015 Ombudsman DIY menerima
laporan sebanyak 12 kasus di antaranya terkait dengan keluhan fasos dan fasum.
Mayoritas persoalan fasos dan fasum yang dipermasalahkan beradaa di Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.®

7 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

8 http://www.harianjogja.com/baca/2015/07/31/perumahan-di-jogja-duh-banyak-perumahan-
di-diy-tak-pedulikan-fasilitas-umum-628913 diakses pada hari kamis 19 januari 2017 pukul 01.33
WIB.




Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan
yang berkaitan dengan pemenuhan fasos dan fasum seperti yang telah disyaratkan
saat pengajuan izin lokasi pada industri perumahan dan menjadi daya tarik bagi
konsumen saat pengembang melakukan promosi/pengiklanan perumahan, namun
seringkali tidak adanya kejelasan akan tanggung jawab pengembang terhadap
pemenuhan fasos dan fasum, sehingga mengakibatkan terbengkalainya kepentingan
dari konsumen. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap
masalah pemenuhan fasos dan fasum oleh pengembang perumahan dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Di

Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli perumahan di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemenuhan
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum pada industri perumahan di Kabupaten

Sleman ?




C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan uraian

yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

a. Mengetahui bagaimana proses jual beli perumahan di Kabupaten Sleman.
b. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian jual beli perumahan di Kabupaten Sleman.
2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat menjadi tambahan
literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk
melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan
dengan pemenuhan fasos dan fasum pada industri perumahan yang sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dapat memberikan informasi bagi konsumen

industri perumahan tentang pemenuhan fasos dan fasum.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian
yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan.’ Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan
mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi perjanjian jual beli. Maka

literatur dalam penelitian sebelumnya menjadi tambahan mendukung diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Grezylia Bela Pertiwi yang berjudul “Perlindungan
Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Unit
Condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City Yogyakarta”.
Skripsi ini menjelaskan mengenai terdapatnya wanprestasi dalam pelaksanaan
perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram
City Yogyakarta dan upaya penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi
terhadap perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland Development di

Mataram City Yogyakarta.'

Skripsi yang disusun oleh Husain Asmara DM yang berjudul “Implementasi
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

Sengketa Jual-Beli Rumah Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

? Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Pess, 2009),
hlm. 3.

1 Grezylia Bela Pertiwi, “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan
Perjanjian Jual Beli Unit Condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City
Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan mengenai Implementasi Undang-Undang No 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap sengketa jual-beli rumah dan
hambatan yang dialami oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam

penyelesaian sengketa dalam jual-beli rumah di Kota Yogyakarta.''

Tesis yang disusun oleh Abdi Darwis yang berjudul “Hak Konsumen Untuk
Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang”.
Tesis ini menjelaskan mengenai bagaimanakah peran dan perspektif UU No. 8 Tahun
1999 (UUPK) terhadap pelanggaran hak-hak konsumen pada industri perumahan di
Kota Tangerang, sejauh mana tanggungjawab pengembang atau developer terhadap
wanprestasi atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban dan bagaimana realita
yang dihadapi konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen

apabila timbul sengketa dengan pelaku usaha.'

Perbedaan permasalahan skripsi ini yang dibuat oleh penulis dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan di
Kabupaten Sleman”, ini mengkaji mengenai proses jual beli perumahan di Kabupaten

Sleman dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila adanya

" Husain Asmara DM, “Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual - Beli Rumah Di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016.

12 Abdi Darwis, “Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum dalam Industri
Perumahan Di Kota Tangerang”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro Semarang, 2010.



wanprestasi terhadap pemenuhan fasos dan fasum/prasarana, sarana, dan utilitas

umum pada industri perumahan di Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma
yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk
merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu
atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan

teori yang utuh."
Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Perjanjian

a. Pengertian perjanjian
Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan diamana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih™."

" Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), him. 4.

'* Sophia Hadyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011),
hlm. 260.
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Menurut Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.'”” Dan KRMT Tirtodiningrat
berpendapat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat diantar dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum

yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.'®

Maka perjanjian merupakan sesuatu hal yang dibuat dari pengetahuan
yang memiliki suatu kehendak dari kedua belah pihak atau lebih dengan

mencapai suatu tujuan dari yang disepakati.
b. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian, perlu

dipenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya adalah:'’

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

3) Suatu hal tertentu,

4) Suatu sebab yang halal.

> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hlm. 14.

1 Ibid., him. 14.

'7 Sophia Hadyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011),
hlm. 261.
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Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang

berkembang, digolongkan ke dalam:'®

1) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan
perjanjian (unsur subjektif), dan

2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek
perjanjian (unsur objektif).

2. Unsur Perjanjian

Dalam pengertian yang dikemukakan arti perjanjian yang dikemukakan

oleh para ahli, maka terdapat 4 (empat) unsur perikatan, yaitu :"°
a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksudkan disini adalah

bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
b. Bersifat Harta Kekayaan

Bersifat harta kekayaan artinya sesuai dengan tempat pengaturan

perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta

'8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 93.

' Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Yogyakarta: Laks Bang Mediatama), 2008, hlm. 18.
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Kekayaan (vermogensreht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak

tersebut berorientasi pada harta kekayaan.
c. Para Pihak

Para pihak artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak -

pihak sebagai subjek hukum.
d. Prestasi

Prestasi artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban -
kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi - kontrak prestasi), yang
pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila

diperlukan menggunakan alat negara.
3. Asas-Asas Hukum Kontrak

Menurut Mariem Darus Badrulzaman dalam buku Muhammad
Syaifuddin, mengemukakan pendapatnya bahwa asas-asas hukum kontrak

mencangkup:*°

a. Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang.
b. Asas kebebasan berkontrak.
c. Asas konsensualisme.

d. Asas kepercayaan.

** Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 2012), him. 76.
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e. Asas kekuatan mengikat.

f. Asas persamaan hukum.

g. Asas kesimbangan.

h. Asas kepastian hukum.

1. Asas moral.

j. Asas kepatutan.

k. Perlindungan Konsumen
4. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan, Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan.”!

Menurut Kotler, konsumen didefinisikan sebagai, consumers are
individuals and household for personal use, producers are individual and
organization buying for the purpose of producing (konsumen adalah individu
dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah

individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).”

2 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2002), him. 99.

2 Ibid., hlm. 99.
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b. Hak-Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai

berikut: >

(1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

(3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan.

(5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen
secara patut.

(6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

(7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.

(8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

c. Pelaku Usaha

Hak-hak konsumen sudah dijelaskan dalam undang-undang
perlindungan konsumen, akan tetapi dalam kenyataannya konsumen tidak

menyadari tentang adanya hak-hak konsumen.

# Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa media, 2010), hlm. 33.
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Namun dalam kewajibannya dalam undang-undang perlindungan
konsumen para konsumen umumnya banyak memahami, akan tetapi tidak
untuk mengikuti upaya perlindungan hukum sengketa perlindungan
konsumen. Mereka hanya bisa mengeluhkan ke pelaku usaha tetapi apabila
mereka gagal dalam penyampain mereka menghentikan proses tersebut,
karena jarang para konsumen menuntut secara hukum. Dilain pihak konsumen
juga dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak penjual

atau pelaku usaha, dimana kewajiban konsumen meliputi:**

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2) Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataun jasa.

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Menurut Pasal 6 UUPK pelaku usaha menjelaskan hak pelaku usaha

terhadap konsumen diantaranya:*

(1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai denan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.

** Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia),
2002, hlm. 101.

* Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), him. 335.
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(2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen beritikad tidak baik.

(3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.

(4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.

(5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian
hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-
fakta yang ada, untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa
secara nyata. Dalam hal ini mengenai upaya hukum bagi konsumen industri
perumahan, akibat wanprestasi yang dilakukan pengembang/developer

perumahan di Kabupaten Sleman.

2. Data dan Bahan

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian

ini memerlukan data primer dan data sekunder, yakni:
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a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan
dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber tentang obyek yang

diteliti, maupun mengambil data secara langsung dari:

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas
PMPPT) Kabupaten Sleman
2) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas
PUKP) Kabupaten Sleman
3) Dinas Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
b. Data Sekunder
1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, antara
lain sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Pemukiman
e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman



2)

g)

h)

)
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman di Daerah

Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan,

SNI-03-6981-2004

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman
Tahun 2011 — 2031

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan

Gedung

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan

penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti

buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan

elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium

yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.’

6

% Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia,

2006), hlm. 392.
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3. Metode Pengumpulan Data

a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang
bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian
dengan pedoman wawancara secara terbuka.

b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari
perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang
terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari
sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dipisah-pisahkan dan dikelompokkan, kemudian
dianalis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data
berdasarkan doktrin-doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dan sesuai
dengan pokok permasalahan dan data yang diperoleh akan disusun sistematis

untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas.

Dilanjutkan dengan melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun
struktur hukum positif, kemudian melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan
serta menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti. Kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode
berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal

yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.
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G. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum yang disusun oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab yang
saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan
agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sitematis. Adapun sistematika penulisan

hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM menguraikan mengenai
teori perlindungan hukum konsumen, hak-hak konsumen, hak dan kewajiban
pengembang/pelaku usaha, promosi perumahan, dan penyelesaian sengketa

konsumen.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN
menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Sleman, pengertian jual beli
perumahan, pengertian konsumen dan pengembang perumahan/developer, jual beli
perumahan, dan gambaran umum fasilitas sosial dan fasiitas umum (fasos dan

fasum).

BAB IV: ANALISIS DATA menguraikan mengenai proses jual beli perumahan,
pengembangan kawasan Kabupaten Sleman, proses perizinan perumahan,

permasalahan perumahan, pemenuhan fasos dan fasum, perlindungan hukum bagi
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konsumen dalam perjanjian jual beli perumahan, dan penyelesaian sengketa

konsumen industri perumahan.

BAB V: PENUTUP menguraikan kesimpulan yaitu proses jual beli perumahan, dan
perlindungan hokum bagi konsumen dalam jual beli perumahan, serta berisi
mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah

dalam penelitian hukum ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam
Perjanjian Jual Beli Perumahan Di Kabupaten Sleman” dapat disimpulkan sebagai

berikut :

Dari hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam
Perjanjian Jual Beli Perumahan Di Kabupaten Sleman” dapat disimpulkan sebagai

berikut :

Pertama, proses perizinan yang harus dilalui sebelum melakukan
pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman yaitu izin pemanfaatan tanah (IPT)
atau izin lokasi, perolehan tanah, penyusunan dokumen lingkungan, penyusunan
siteplan, izin mendirikan bangunan (IMB), pemecahan sertifikat. Namun dalam
kenyataanya masih banyak pengembang yang tidak menyelesaikan proses perizinan
pembangunan perumahan yang dibangun sampai selesai, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Kabupaten Sleman. Salah satu penyebab awal permasalahan
administrasi pertanahan tersebut adalah pihak pengembang perumahan tidak atau

belum melaksanakan perolehan tanahnya, apabila ini tidak dilakukan maka izin-izin

82
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lanjutannya otomatis tidak bisa dilaksanakan. Penyebab lainnya, antara lain seperti
pengembang masih banyak melakukan pembangunan perumahan mendahului proses

perizinannya.

Proses jual beli rumah dari pengembang/developer terdapat beberapa tahapan
yang harus di lalui, yaitu: memilih kavling/unit perumahan, booking fee, membayar
uang muka/DP sesuai yang ditentukan pengembang di kantor pemasarannya,
melengkapi dokumen syarat KPR guna persyaratan Bl Checking. Tahapan proses jual
beli perumahan pada pengembang perumahan dapat dikelompokkan menjad tiga
bagian, yaitu: pra transaksi, transaksi, purna transaksi. Pembelian rumah atau
perumahan pada developer/pengembang perumahan akan dihadapkan oleh beberapa
opsi dua opsi pembayaran yaitu secara tunai dan pembayaran KPR (kredit perumahan

rakyat).

Proses transaksi jual beli perumahan khususnya di Kabupaten Sleman
seringkali timbul beberapa permasalahan dapat merugikan konsumen, beberapa
permasalahan yang seringkali muncul dalam industri perumahan yaitu keterlambatan
penyerahan rumah dari developer pada konsumen, keterlambatan penyerahan
sertifikat pecahan ketika konsumen sudah melunasi pembayaran harga rumah,
penjualan rumah di atas tanah rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang

dijanjikan dalam iklan/brosur tidak terealisir, mutu bangunan di bawah standar.
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Permasalahan yang terjadi pada jual beli perumahan tidak sepenuhnya
merupakan tanggung jawab developer, sebagian masalah yang ada di lapangan juga
dapat disebabkan oleh konsumen/pembeliannya sendiri, misalnya, pembeli
wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang hak

dan kewajiban masing-masing pihak.

Banyaknya permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan, baik bagi
konsumen maunpun bagi develover/pengembang perumahan, dari permasalah-
permasalah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Kerugian bagi konsumen
kesulitan mencari rumah yang diidamkannya, konsumen merasa tidak puas/merasa
dirugikan. Kerugian bagi pengembang kepercayaan dari kosumen menurun,
menurunnya konsumen perumahan karena mereka lebih memilih membangun

rumahnya sendiri, membengkaknya biaya promosi/iklan.

Kedua, Pemerintah Daerah (Pemda) meminta kepada pengembang untuk
menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang
dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan
rencana tata letak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah secara bertahap

ataupun sekaligus.

Penyerahan fasos dan fasum/prasarana, sarana dan utilitas umum adalah
penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam

bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah.
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Pengelolaan fasos dan fasum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, yang
mana pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha
swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaan fasos dan
fasum oleh pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat yang bekerjasama
dengan pemerintah daerah, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan menjadi
tanggung jawab pengelola dan pengelola tidak dapat mengubah peruntukan fasos dan

fasum tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Perlu diadakan suatu pengaturan mengenai developer yang sifatnya
komprehensif yang antara lain memuat persyaratan/kualifikasi developer,

baik dari segi keuangan maupun hukum.

b. Perlu diadakannya pengaturan dalam undang-undang tersendiri tentang
persyaratan untuk melakukan penawaran perumahan melalui iklan, dengan

kewajiban memberi penjelasan yang jujur kepada konsumen, objeknya,.

c. Perlu rekomendasi dari organisasi pengembang perumahan seperti Real
Estate Indonesia (REI) atau organisasi sejenisnya yang bergerak pada

industri perumahan saat akan melakukan perizinan, karena selama ini yang
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sering melakukan pelanggaran bukan dari anggota organisasi pengembang

perumahan.

Perlunya keterbukaan informasi tentang perizinan perumahan, baik jumalah
izin pembanguan perumahan yang dilakukan oleh pengembang, dan

tahapan-tahapan perizinan yang sudah dilalui.

Perlunya peta rencana tata ruang yang dapat di akses oleh masyarakat

umum.

2. Sedangkan bagi konsumen perumahan, untuk meminimalisir kerugian di

kemudian hari dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Sebaiknya konsumen mengetahui benar reputasi pengembang dari rumah

yang ingin dibelinya, agar dapat terhindar dari penjualan perumahan fiktif.

. Konsumen juga harus memperhatikan baik-baik draft perjanjian yang

diajukan pengembang. Konsumen sebaiknya memperhatikan apa saja hak

dan kewajiban dalam transaksi penjualan rumah.

. Konsumen juga perlu memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal empat sampai tujuh belas
(Bab IIT mengenai hak dan kewajiban konsumen, atau pada Bab IV,

tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha).
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